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ABSTRAK 

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan unsur aparatur pemerintah dalam bidang 
penegakan hukum, yang tidak hanya mengemban tugas-tugas sebagai penuntu umum 
dalam perkara pidana, melainkan dibebani tugas-tugas lain dalam bidang Perdata 
maupun Tata Usaha Negara. Dalam skripsi ini isu hukum yang diangkat adalah 
mengenai Pendampingan Hukum atau Legal Assistance yang dilakukan oleh Jaksa 
Pengacara Negara serta membahas tentang bentuk pendampingan hukum yang 
diberikan. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan 
perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang 
dari Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PT. 
Perkebunan Nusantara III dalam hal pengadaan pupuk non subsidi serta mengkaji 
bentuk/model pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara 
dalam kegiatan Pengadaan pupuk non subsidi oleh PT. Perkebunan Nusantara III. 
Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan, disimpulkan bahwa pendampingan hukum 
yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara III dalam kontrak pengadaan 
dilakukan sebagai betuk pencegahan atau Tindakan preventif agar tidak terjadi 
pelanggaran hukum dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 
PT Perkebunan Nusantara III. 

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, Jaksa Pengacara Negara, Pendampingan 

Hukum, BUMN, PT Perkebunan  Nusantara 
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ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is one element of the 

government apparatus in the field of law enforcement which not only carries out its 

duties as a public prosecutor in criminal cases, but also has other duties in this field. 

Civil and State Administration. In this thesis the legal issues raised are regarding Legal 

Assistance carried out by the State Attorney's Office and discuss the forms of legal 

assistance provided. The legal research method used in this thesis is normative 

juridical research with a conceptual and statutory approach. This thesis aims to 

determine the function and authority of the Legal Aid provided by the Attorney General 

against PT. Perkebunan Nusantara III in terms of procuring non-subsidized fertilizers 

and reviewing the form/model of legal assistance provided by the Attorney General's 

Office in procuring non-subsidized fertilizers by PT. Nusantara Plantations III. Based 

on the results of the analysis carried out, it was concluded that the legal assistance 

provided to PT Perkebunan Nusantara III in the procurement contract was carried out 

as a form of prevention or preventive action to prevent legal violations in the 

procurement of goods. goods and services provided by PT Perkebunan Nusantara III. 

 

 

Keywords: Procurement of goods/services, Attorney, Legal Aid, BUMN, PT 

Perkebunan Nusantara 
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